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PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH |

Menimbang

s

Mengingat

T s ir—.

KABUPATENMAROS

BUPATI MAROS,

yang handal, profesional dan bermoral sébagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-
prihsip kepemerintahan yang baik (good governance),
perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai;

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil dan dalam rangka penegakan% disiplin Pegawai
Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros,
maka dipandang perlu menetapkan Peraturah Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Pedoman
dan Petunjuk Tekhis Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di lingkuﬁgan Pemerintah
Kabupaten Maros. ' ‘i

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik ‘Indonésia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

198

Lembaran Negara Repubiik Indonesia;Nozno;' 385 _l-) ; { i

oo

. bahwa dalam rangka mewujudkan ‘Pe;gawai Negeri 'Sipil.._u



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tgntang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

‘Pemerintahan Daerah (Lembaran fVegara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor :126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Slpll Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); |

Undang-Undang Nomor 23 Tahun: 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan | Pemindahan dan
Pemberhentlan Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4593); :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 3007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organsasi Perangkat Daerah (Leinbaran Negara

“Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang E

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); {



12, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun

: 2007 tentang  Pokok-Pokok Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros ‘Tahun 2007
Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros i\lomor 7 ‘lahun
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang
menjadai Kewenangan remerintan haibupaten Maros
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008
INomor /); |

14. Peraturan Bupati Maros Nomor 57 Tahun 2011 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkhp Pemerintah
Kabupaten Maros. ((Berita Daerah Kébupaten Maros
Tahun 2011 Nomor : 57)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MAROS.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga1 unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupatl Maros.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupeten Maros
Badah Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selahjutnya disingkat BKDD
adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,_ yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan 'Polisi
Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. (‘



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. 5 |

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peratdran perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. ’

Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PNS terhadap ketentuan jam
kerja yang dimulai dengan apel pagi.

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadépan atau dapat

didengar oleh -orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui - -

telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik
dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karlkatur, coretan
dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tlndakan yang dilakukan
oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS. |

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat dltempuh oleh PNS yang

tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa
keberatan atau banding administratif. ‘

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat dxtempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang
berwenang menghukum kepada Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum. ,

Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau perriberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang

menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin.

-

[



19.

20.

(1)

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari

Pejabat yang berwenang menghukum.

‘Apel Pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama d1 suatu tempat

yang dipimpin oleh Pembina Apel.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan ini, mellputl
a.kewajiban dan larangan;
b. disiplin jam kerja;
c. hukuman: disiplin;

(2) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Lampiran Peraturan Bupati yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewa jiban
Pasal 3

Setiap PNS wajib :

-a.
b.

C.

mengucapkan sumpah/janji PNS;

mengucapkan sumpah/janjijabatan;

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, --Undang—Undahg Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Repub]ik Indonesia, dan

Pemerintah; '
mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;;

ey

e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan

seseorang, dan/atau golongan;

sendiri, -

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila meﬁgetahui ada hal .

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah -~

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;




k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; ;
. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; ,

m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-
baiknya; ’

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; |

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan Karier;

2 '8 o B

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang :

a. menyalahgunakan wewenang; !

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional; ?

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing; |

e. memiliki, 'menjual, membeli, menggadaikan, mer{yeWakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bérgerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman se jawét, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanja dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara; ,

g memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; ‘

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; :

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang

J- ‘
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani i
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; | s

k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; | o I




1. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota) dengan
cara: :

1.  ikut serta sebagai pelaksaha kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS; '

3.  sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

4. 'sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 'negara;

m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan
cara: - .'

1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau ‘

2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberﬁihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkunga1:1 unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat;

n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Pe;rwakilan Daerah
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi
dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan :

o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Da€rah
(meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota), dehgan cara:

1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah; |

2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye; ‘

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama fnasa kampanye;

~ dan/atau

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, a Jakan, himbauan,

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan EEL‘

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.




(1)

(2)

(3)

(4

(2)

(3)

(1)

BAB IV
DISIPLIN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 5

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah. _ ‘ _
Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala SKPD untuk
melaksanakan pembinéan dan pengawasan terhadap PNS guna mentaati
ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaan apel pagi dan absen elektonik
sidik jari (finger print)/pengisian daftar hadir di lingkungan SKPD masing-
masing. | :

Di setiap lingkungan SKPD dapat ditunjuk petugas yang tugas fungsinya

membidangi kepegawaian sebégai pengelola jam kerja.

Bagian Kedua

Hari dan Jam Kerja

Pasal 6 :
Hari kerja umum bagi PNS yang békelja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Maros yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin
sampai dengan hari Jumat. ’t
Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 37,5 jam per minggu dengan
pengaturan sebagai berikut: '
a. Hari Senin - hari Kamis pukul 07.30 - 16.00 wita;
b. Hari Jumat pukul 07.15 - 11.30 wita. V
Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana dlmaksud pada ayat
(1), setiap SKPD wajib melaksanakan apel pagi dan apel pulang yang
diikuti seluruh Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 wita;
b. Hari Jumat pukul 07.15 wita, dan dilanjutkan dengan kegiatan senam

pagi/olahraga

Pasal 7
Setiap PNS wajib mentaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), dengan mengisi daftar hadir/finger print setiap

hari kerja. ' ' o o (




(2)

(3)

(4)

(1)

2
3

(4)

Setiap PNS wajib terdaftar dalam mesin pencatat kehadiran

elektronik/terekam, dan bagi PNS yang tidak terdaftar/vterekam datanya

di mesin pencatat kehadiran tidak mendapatkan pembayaran gaji atau di

tunda pembayaran gajinya sampai datanya terdaftar. |

Kehadiran Pegawai Negeri Sipil ditentukan melalui finger print/absensi

elektronik sidik jari dengan melakukan 2 (dua) kali pelaksanaan absen

sidik jari yakni: |

a. absen sidik jari (finger elektronik) pertama pada jiam masuk kerja
07. 30 wita, kecuali hari Jumat 07.15

b. absen sidik jari (finger elektronik) ketiga pada _]am pulang kantor
(sore) hari yaknijam 16.00 wita, kecuali hari Jumai: jam 11.30 wita.

c.  kehadiran pegawai negeri sipil melalui finger elektronik/absensi
elektronik akan di evaluasi setiap bulannya
d. bagi pegawai negeri sipil yang sakit, izin, dinas luar, cuti, tugas

belajar, agar melampirkan keterangan—keterangain tersebut dan
diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

e. Penggunaan bukti kehadiran manual (daftar hadir) apabila
SKPD/UPTD belum memiliki mesin pencatat kehadiran elektronik,
mesin pencatat kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak
berfungsi, pegawai belum terdaftar dalam Mesin pencatat kehadiran
elektronik. ‘ |

Sistem kehadiran elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberlakukan secara tegas

paling lambat awal bulan Januari Tahun 2015 ‘
~ Pasal 8 |

Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bagi

SKPD dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan

tugas dan fungsinya, dapat menerapkan hari dan jam kferja khusus dan

tetap memperhatikan pemenuhan jumlah jam kerja yakni 37,5 jam per
minggu.

Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang beréangkutan.

Pengaturan hari dan jam kerja Kkhusus harus memperhatikan pemenuhan

jumlah jam kerja PNS yakni 37,5 jam per minggu. f

Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dirﬁaksud pada ayat

(2), dapat diberlakukan terhadap PNS yang melaksanakan tugas

jaga/shift.yaitu bagi unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan

langsung kepada masyarakat luas seperti Rumah Sakit, t:.PDAM,‘(




()

(1)

(2

(1)

(2)

- Badan Penangulangan Bencana Daerah, Polisi Pambng Praja, Dinas

Perhubungan, dan pada hari Sabtu pimpinan SKPD mengatur
pegawai/stafnya untuk bertugas berdasarkan jadwal Epengaturan kerja
masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan
sebagaimana mestinya dan keamanan tetap terkendali tanpa mengurangi
dari 37,5 jam untuk efektifitas jam kerja. |

Keputusan Kepala SKPD tentang pengaturan hari dan Jam kerja khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros.

BABV
HUKUMAN DISIPLIN
| Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati dan/atau

- melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4,

merupakan pelanggaran disiplin.

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan pidana, hukuman disiplin dijatuhkan k¢pada PNS yang
melakukan pelanggarén disiplin sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

Bagian Kedua

| Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 16‘

Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari : (

a. teguran lisan, yaitu hukuman disiplin berupa teguran lisan 'yang
dinyatakan dan disampaikan secara tegas sebagai hukuman disiplin
oleh Pejabat yang berwenang menghukum képada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin; '

b. teguran tertulis, yaitu hukuman disiplin berupa teguran tertulis yang
dinyatakan dan disampaikan secara tertuhs oleh Pe jabat yang
berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin; dan

PSSR
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(3)

(4)

c. pernyataan tidak puas secara tertulis, yaitu hukuman disiplin berupa
pernyataan tidak puas yang dlnyatakan dan dlsampalkan secara
tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum }(epada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin. ‘

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahunf dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, terdiri dari :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3  (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pémbebasan dari jabatan; ‘

‘ pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS; dan :

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 11

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

‘Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
apabila pelanggaran berdampak négatif pada SKPD bersé.ngkutan;

mentaati segala ketentuan peraturan pemndang-undaﬁgan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada SKPD bersangkutan; 5

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jaWab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada SKPD bersangkutan; : o 5(




d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
‘, jawab sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada SKPD bersangkutan; |
e. ~mengutamakan kepentingan negara daripada kepéntingan sendiri,
- seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
‘huruf g, apabila pelanggaran berdampak negaﬁf pada SKPD

bersangkutan; "

f. memegang rahasiajabatan yang menurut sifatnya atau irlenumt perintah
harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,
apabila pelanggaran berdarripak negatif pada SKPD bersangkutan;

g bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apébﬂa pelanggaran
berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila méngetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan hegara ;atau Pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran bérdampak negatif

pada SKPD bersangkutan; L

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf k, berupa : ' -

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang

sah selama 5 (lima) hari kerja;

2. teguran tertulis bag1 PNS yang tidak masuk kerja fanpa alasan yang |

sah selama 6 {(enam) sampai dengan 10 (sepuluh) har1 kerja; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk

kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) Sampai dengan 15
(lima belas) hari kerja.

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan S

sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan; '

k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarékat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugés sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan
tidak sengaja; 3_ A



memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengémbangkan karier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apabila pelanggaran
dilakukan dengan tidak sengaja; dan

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan.

Pasal 12

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3
huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 hurufb, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undaﬁg-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah,;

mentaati segala ketentuan peraturan perundang—undanéan | sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi Pemerintah Daerah; "

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jav;ab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi Pemerintah Daerah;

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabﬂa pelanggaran

berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pe}rleﬁntah Daerah;

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah;Daerah;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepe;itingan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran
berdampak negatifbagi Pemerintah Daerah; - _ (

N




melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif

bagi Pemerintah Daerah; '

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf k berupa : |

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam
belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh
satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari ke:jé; dan

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26
(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf 1, apabila pencapaian sasaran ;kerja pada akhir

tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampa1 dengan 50%

(lima puluh persen);

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugés sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan
sengaja; “
memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apablla pelanggaran
dilakukan dengan sengaja; dan '
mentaati peraturan kedinasan yang dltetapkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, apablla
pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah.




Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undaﬁg—Undang Dasaf
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
menaati segala ketentuan perati,lran perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi pemerintah dan/atau negara;
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi pemerintah dan/ atau negara; ,
menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemenntah dan martabat PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apablla pelanggaran
berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara; ‘
mengutamakan kepentingan négara dari pada kcpentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimakéud dalam Pasal 3
huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif Ebagi pemerintah
dan/atau negara; ‘
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintahgdan/ atau negara;
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara;
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila rﬁengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah
terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi pemerintah dan/atau negara; |
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 hurufk, berupa: |
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31

(tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; /\
N { !
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2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpé alasan yang sah
selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari
kerja; '

3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural atau fungsional tertentu yang tidak rﬂasuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sémpaj dengan 45
(empat puluh lima) hari kerja; dan ‘

4. pemberhentian dengan hormat tidak atas pemiﬁtaan sendiri atau

- pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang
- tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh
enam) hari kerja atau lebih.

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagéimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf 1, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir

tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen); ,‘

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;huruf m, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan /atéu negara;
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, sesuai dengan ket?centuan peraturan
perundang undangan;dan '

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atéu negara.

Paragraf2
| Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 14

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

di Jatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

a.

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada SKPD bersangkutan; :



melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kker’janya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf f, apabilaA pelanggaran berdampak négatif pada SKPD
bersangkutan;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan
tidak senga ja; |

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan Suatﬁ tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilaya;ni sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;dan

menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD
bersangkutan.

Pasal 15

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

a.

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran b_‘erdampak negatif
pada Pemerintah Daerah; ‘ |

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagéimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Pemerintah Daerah; :

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan

senga ja; ‘ .



melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suafu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, sesuai dengan keténtuan peraturan
perundang-undangan;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimanaj dimaksud dalam
Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah
Daerah; : f

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil :Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah %Kabupaten/Kota)
dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai
peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf 1 angka 1, angka 2, dan angka 3; l

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan
cara mengadakan Kkegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu ‘:sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam’ lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf m angka 2;

memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepalé Daerah/Wakil Kepala Daerah (melipliﬁ daerah Provinsi
dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam’Pasal 4 hurufn; dan

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wa{kil Kepala Daerah
(meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kéta) dengan cara
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pembeﬁén barang kepada
PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluargé, dan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o angka 1 dan angka 4. ""“/\
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Pasal 16

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; |

C. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 4 huruf c; :

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;

€. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meﬂyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau :tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah dan/atau negara; |

L. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman se jawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdamgak negatif pada

pemerintah dan/atau negara;

& memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepacj:la siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pajsal 4 huruf g;

h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal4 huruf h; |

i melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayahi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

J- menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah -

dan/atau negara;



(1)

(2)

()

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil éPresiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah ?Kabupaten/Kota)

dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufl angka 4;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil gPresiden dengan
cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang meriguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m angka 1; dan

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kéta) dengan cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan' dalam kegiatan
kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan célon selama masa
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o angka 2 dan
angka 3. ‘ |

Pasal 17 | 1
Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaéti ketentuan jam
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, Pasal 12 huruf k,
dan Pasal 13 huruf i dihitung secara kumulatif dimulaifdai-i awal sampai
dengan akhir tahun berjalan. ,
Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum berakhirnya jam
kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 Y (tujuh setengah) jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 3

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Paragraf 1
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Pasal 18 :
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
a. Sekrétaris Daerah, untuk jenis hukuman : !
1. Disiplin Ringan, berupa :
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.



Disiplin Sedang, berupa :

a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun; |

b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
dan f

o penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun. ;

Disiplin Berat, berupa penurunan pangkét setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun. :

Fungsional Tertentu Jenjang Utama, untuk jenis hukuman :

1.

Disiplin Ringan, berupa :

a) teguran lisan;

b) teguran tertulis; dan

o pernyataan tidak puas secara tertulis.

Disiplin Sedang, berupa :

a) penundaan kenaikan gaj berkala jselama 1 (satu)
tahun; |

b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

] penurunan pangkat setingkat lebih frendah selama 1
(satu) tahun. |

Disiplin Berat, berupa: :

a) penurunan pangkat setingkat lebih f_’rendah selama 3
(tiga) tahun; .

b)  pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah;

0) pembebasan dari jabatan;

d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permihtaan
sendiri sebagai PNS; dan |

€) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Fungsional Umum Golongan Ruang IV/d dan Golongan Ruang IV/e,

untuk jenis hukuman :

1.

Disiplin Ringan, berupa :

a) teguran lisan;

b) teguran tertulis; dan _
C) pernyataan tidak puas secara tertulis:
Disiplin Sedang, berupa: (
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun;




b) penundaan kenaikan pangkat selamél 1 (satu) tahun;
dan :

c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun. :

3. Disiplin Berat, berupa :

a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 |
(tiga) tahun;
b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS; dan

c) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Struktural Eselon II, untuk jenis hukuman :
1. Disiplin Ringan, berupa :
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan ,
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Disiplin Sedang, berupa:

a) penundaan kenaikan gaj berkala iselama 1 (satu)
tahun; | '
b) penundaan kenaikan pangkat selamé 1 (satu) tahun;
c) penurunan pangkat setingkat lebih jrendah selama 1
(satu) tahun. ’
3. Disiplin Berat, berupa : :
a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;
b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah;
c) pembebasan dari jabatan;
d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan |
€) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
-Fungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyelia, untuk jenis
hukuman: :
1.  Disiplin Ringan, berupa : i
a)  teguran lisah;
b) teguran tertulis; dan /

(o) pernyataan tidak puas secara tertulis.



2. Disiplin Sedang, berupa:

a)

b)

c)

penundaan kenaikan gaji berkala vselarna 1 (satu)
tahun; “

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
dan

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun. <

3. Disiplin Berat, berupa:

a)

b)

c)
d)

€)

“penurunan pa ngkat setingkat lebih rendah selama 3

(tiga) tahun;

pemindahan dalam rangka periurunan jabatan
setingkat lebih rendah; u

pembebasan dari jabatan;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan ‘

pemberhentian tidak dengan hormat sébagai PNS.

Fungsional Umum Golongan Ruang IV/a sampai: dengan Golongan

Ruang IV /c, untuk jenis hukuman:

1. Disiplin Sedang, berupa :

a)

b)

9

penundaan kenaikan gaj berkala selama 1 (satu)
tahun; A |

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) t ahun;
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun. |

2. Disiplin Berat, berupa:

a)

b)

<)

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Struktural Eselon HI ke bawah, untuk jenis hukuman:

1. Disiplin Sedang, berupa:

a)

b)

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun;
penundaan kenaikan pangkat selania 1 (satu) tahun;
dan A
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1

(satu) tahun.




2. D1s1p11n Berat, berupa :

a)

b)

c)
d)

€)

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;

pemindahan dalam rangka peﬁumnm jabatan
setingkat lebih rendah; :

pembebasan dari jabatan;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan '

pemberhentian tidak dengan hormat sebagaj PNS.

h. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia; ke bawah, untuk

jenis hukuman :

1. D1s1p11n Sedang, berupa

a)

~b)

c)

penundaan kenaikan gaji berkala 'selama 1 (satu)
tahun; |
penundaan kenaikan pangkat selamé 1 (satu) tahun;
dan | T
penurunan pangkat setingkat lebih rrendah selama 1
(satu) tahun. '

2. Disiplin Berat, berupa:

a)

b)

o
d)

€)

"hukuman:

pénurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;

pemindahan dalam rangka peﬁurunan jabatan
setingkat lebih rendah; |

pembebasan dari jabatan;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebaga1 PNS; dan |

pemberhentlan tidak dengan hormat sebaga1 PNS.

Fungsional Umum Golongan Ruang IlI/d ke bawah, untuk jenis

1.  Disiplin Sedang, berupa :

a)

b)

c)

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun 7

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
penurunan pangkat setingkat lebihj rendah selama 1
(satu) tahun. ‘ '

2. Disiplin Berat, berupa:

a)

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

(tiga) tahun;



(2)

(3)

‘b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
“sendiri sebagai PNS; dan v
c) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangém penjatuhan
hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang kepada Sekretaris”
Daerah. f
Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Paragraf2
Sekretaris Daerah
Pasal 19

Sekretaris Daerah Kabupaten, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :

a.

PNS yang menduduki jabatan :

1. struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis huluman :
a) teguran lisan; | :
b) teguran tertulis; dan
0) pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. struktural eselon III Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan
Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang IH/ c dan golongan
ruang 111/d dilingkungannya.untuk jenis hukuman :

a)  teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan »
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. stuktural eselon IV, fungsional tertentu jenjarig Pertama dan

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golohgan ruang II/c

sampai dengan golongan ruang IlI/b dilingkungannya, untuk jenis

hukuman: |
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan f ufxgsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia dan jabatan fungssional umum golongan
ruang III/c dan golongan ruang III/d, untukjenis hukuman:

1. teguran lisan; |

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.



c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yailg

menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu
jenjang Pertama Muda dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungssional

umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk

jenis hukuman :

1. penundaan kenaikan gaj berkala selama 1 (sétu) tahun; dan
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
Paragraf 3

Pejabat Struktural Eselon I

Pasal 20

Inspektur/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepaila Dinas/Kepala
Badan/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menetapkan penjatuhan hukuman

disiplin bagi :

a. PNS yang menduduki jabatan :

1.

Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan.
Penyelia, dan Fungsional Umum Golongan Ruang III/c dan Golbngan
Ruang I11/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan
berupa: | :‘

1) teguran lisan;

2) teguran tertulis; dan

3) . pernyataan tidak puas secara tertulis. ,

Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum Golongan Ruang II/ c-
sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis
hukuman Disiplin Sedang berupa : : ‘
a) penundaan kenaikan gaj berkala selama 1 (éatu) tahun; dan

b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia dan jabatan fungsional umum golongan ruang
IIl/c dan golongan ruang III/d, untukjenis hukuman: |

1.
2.
3.

teguran lisan;
teguran tertulis; dan

pernyataan tidak puas secara tertulis.



c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang

menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu

jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, danjabatan fungs:_sj_onal umum

golongan ruang lI/c sampai dengan golongan ruang I;II/b, untuk jenisv

hukuman:

1.
2.

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

Paragraf4
Pejabat Struktural Eselon III

Pasal 21

Pejabat struktural eselon Ill menetapkan penjatuhan hukuma'in disiplin bagi :

a. PNS yang menduduki jabatan :

1.

Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu jen jang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum Golongan Ruang Il/c’
sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungannya untuk jenis -
hukuman Disiplin Ringan berupa : |

a)  teguran lisan;
" b) teguran tertulis; dan ’
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Struktural Eselon V, Fungsional Tertentu jen jaﬁg Pelaksana dan

- pelaksana Pemula, dan jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang

II/a sampai dengan Golongan Ruang 1I/b di lingkungannya, untuk
jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang
~menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fﬁngsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutana dan jabatan fungsional umum

golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis

hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan | _—
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.



c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fuhgsional tertentu
Jenjang Pelaksana, dan pelaksana Pemula, dan jabatan f;ungssional umum

golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/ b, untuk jenis

hukuman:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

Paragraf 5
Pejabat Struktural Eselon IV dan

Pe jabat yang Setara
Pasal 22

Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi: :

a. PNS yang menduduki jabatan : :

1.  Struktural Eselon V, Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan
Pelaksana Pemula, Fungsional Umum Golongaﬁ Ruang II/a dan
golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jeniéhukuman :

a) tegurah lisan; |
b) teguran tertulis; dan
c)) pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai fdengan golongan
ruang I/d untukjenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki - jabatan struktural eselon V, jabatan f@lngsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum

golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b, untuk jenis

hukuman:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis. : ;
C. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukén di lingkungannya yang
menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan

golongan ruang 1/d di lingkungannya, untukjenis hul%uman: e :



1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

Paragraf6 .
Pejabat Struktural Eselon V dan
Pejabat yang Setara
Pasal 23 v
Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi :
a. PNS yang menduduki jabatan :
1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai deﬁgan golongai} ruang I/d di

| lingkungannya, untuk jenis hukuman:

a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan

ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/ d,untuk jenis hukuman :

a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 24

PeJabat yang setara adalah Pegawai Negeri Sipil yang dlber1 tugas tambahan
untuk memimpin satuan unit kerja tertentu misalnya :
a. Rektor dan Dekan pada Perguruan Tinggi Negeri, setara dengan eselon I;
b. Ketua Pengadilan Tinggi, setara dengan eselon II ; v _
c. Ketua Pengadilan Negeri dan Direktur Akademi, setara dengan eselon IIJ;
d. Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Pertama,

setara dengan eselon IV dan : :
e. Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Taman Kanak-Kanak setara dengan

eselon V

Bagian Kelima

Kewajiban Penjatuhan Hukuman Dlslplin

Pasal 25

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib men Jatuhkan hukuman
disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran d1s1p11n sesggf/

dengan kewenangan yang dimilikinya. E .




(2)

(3

(4)

(5)

(1)

(2

e

(4)

Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut d13atuh1 hukuman

disiplin oleh atasannya

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan
jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

Atasan sebagajmané dimaksud pada ayat (2), jliga menjatuhkan
hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila
Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih

rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Pasal 26

Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang ménghukurn, maka
kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kéwenangan pejabat
yang lebih tinggi. ‘ |

Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang
lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka
kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kc;wenangan pejabat
yang lebih tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi
dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Apabila dalam Hngkuhgan SKPD tidak terdapat Pejabzit yang berwenang
menghukum, atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki
Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara
berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati selaku

Pejabat Pembina Kepegawman Daerah.

Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam lmgkunga.n Kelurahan tidak
terdapat - PeJabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang
berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenarigan men jatuhkan

hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Camat,

Sekretaris Daerah, dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

: i
Daerah. f S



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Keenam |
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Pen jatlihan,
dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Paragraf 1 "

Pemanggilan

~ Pasal 27

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis
oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan,
dengan format Surat Panggilén sebagaimana tercantur'n dalam lampiran
Peraturan Bupati ini. |

Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan.

Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutén diperiksa tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada
pemanggilan pertama.

Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat panggilan pertama
dan surat panggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan
untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.

Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayaf (3)
PNS yahg bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabaf yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang ‘men jadi kéwenangan Bupati

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait

pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan

~oleh Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf2

Pemeriksaan

Pasal 28

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin benar atau tidak melakaari pelanggaran
disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau yang
menyebabkan PNS tersebut melakukr&n pelanggaran disiplin serta untuk

mengetahui dampak atau akibat dari pelénggaran disiplin tersebut. !




(1)

(2)

(3)

(4)

(5

)

(7)

(8)

Pasal 29

Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib
memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Dberita acara

pemeriksaan.

Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut

merupakan kewenangan :

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut
wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib
melaporkan secara hierarki disertai berita acara ipemeriksaan dan

laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin.

Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur p(:ngawasan dapat
digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau
melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin. !

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
dan tidak dapat disetujui untuk pindah ke SKPD atau instansi lain.

Format berita acara pemeriksaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
beserta contoh susunan pertanyaan dalam proses pemeriksaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disipiin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat berdasarkan format sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait
pemeriksaan terhadap PNS yahg diduga melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.



Pasal ‘30

‘(1) Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis
hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4), dapat dibentuk
Tim Pemeriksa. | :

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sckurang-kurangnya
terdiri dari Pejabat yang berwenang menghukum, Kepala SKPD yang
bersangkutan, atasan langsung, unsur Inspektorat, unsur Badaﬁ.i
Kepegawaian Daerah dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk. |

(3) Tim Pemeriksa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian | Daerah, apabila
Pejabat yang berwenang menghukum terhadap PNS yang akan
diperiksa adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah; "

b. - Kepala SKPD yang bersangkutan, vapabila Pejabat yang berwenang

- menghukum terhadap PNS yang akan dlpenksa adalah pejabat di-
lingkungan SKPD yang bersangkutan.

(4) susunan tim pemeriksa pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini., adapun tugas darl tim pemeriksa -

majelis pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin adalah :

a. sebelum melakukan pemeriksaan, Tim Pemériksa Penjatuhan
Hukuman Disiplin memeriksa lebih dahulu dengan seksama
laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin.
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yang
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

b. hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimaha‘ tersebut dalam-
lampiran. Berita Acara Pemeriksaan tersebut harus ditandatangani
oleh Tim Pemeriksa Penjatuhan Hukuman Disiplin dan PNS yang
diperiksa yang di duga melakukan pelanggaran disiplin berat.

c. apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu

' tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin
berdasarkan bukti-bukti yang ada. ‘ '

d. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus
dijatuhi hukuman disiplin yang setlmpal dengan pelanggaran yang -

dilakukan. ‘ ' ‘_//‘
. . {
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e. hasil dari pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin tersebut

disampaikan ke Bupati Maros.

(5) Dalam hal Tim Pemeriksa ditetapkan oleh Bupati selaku: Pejabat Pembina
| Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka
susunan Tim sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
C. Anggota. ‘

Pasa'll 31
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang
berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain, dengan
maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya

menjamin objektivitas dalam pemeriksaan.

Pasal 32 , ‘

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas: jabatannya oleh
atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. '

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman
disiplin. '

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
ada atau terjadi kekosongan, maka pembebasan sementara dari

jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.

(5) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud padaL ayat (4), secara
berjenjang adalah Pejabat di lingkungan SKPD, Sekretaris Daerah dan
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(6) Khusus Kelurahan, atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), secara berjenjang adalah Pejabat di lingkungan Kelurahan,
Camat, Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina

T

Kepegawaian Daerah. f .

|



(7) Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya dibuat
berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lai'npiran Peraturan
Bupati ini.

(8) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,
maka selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan

sementara dari tugas dan jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian

(PLH) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) . Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang

diperiksa.

(2) Apabila ada isi berita acara pemeriksaan sebagaimarfa dimaksud pada-
ayat (1), yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan
apa yang diucapkannya, maka PNS yang diperiksa memberitahukan hal

tersebut kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib mempefbaikinya,

(3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita
acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan
hukuman disiplin. :

(4) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berita.
acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan
memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan tersebut bahwa PNS
yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

(5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara

pemeriksaan sébagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf3
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pasal 34

Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni
untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pélanggaran disiplin
agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi
pelanggaran tersebut dan bemsaha untuk memperbaiki diri, serta

dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan —
: I

e

pelanggaran disiplin.



(1)

(2)

(3

(1)

@

(3)

(4)

(5)

Pasal 35 |
Terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana ,
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, telah terbukti melakukan
pelanggaran disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ada ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dan
dalam keputusan tersebut harus menyebutkan pelanggaran yang
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. ;
Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait |
penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang berdasarkan hasil
pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat. '

Pasal36 |
Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatUhkanj didasarkan pada
pelanggaran yang dilakukan, dan penjatuhan hukuman tersebut tidak
harus dilakukan secara berjen jang.
Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman
disiplin wajib mempela jari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan

memperhatikan dengan scksama faktor-faktor yang mendorong atau

~menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas

pelanggaran disiplin tersebut.

Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pe _]abat yang berwenang
menghukum harus mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor
yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pélanggaran disiplin
dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. ‘

Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama dapat dijatuhkan jenis
hukuman disiplin yang berbeda, dengan mendasarkan pada hasil
pexftimbangan terhadap faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang
ditimbulkan dari pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). :

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa
pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat di jatuhi 1 (éatu) jenis
hukuman disiplin yang terberat setelah memperﬁmbangkan semua

pelanggaran disiplin yahg dilakukan.




6) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan
pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman
disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih befat dalam tingkat
hukuman disiplin yang sama, dari hukuman disiplin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya. |

Pasal 37

Untuk pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk keﬁa dan menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, Pasal 12
huruf k, dan Pasal 13 huruf i, jumlah tidak masuk kerja PNS tanpa alasan yang
sah tidak dihapus dan tetap diakumulasikan dalam tahun berjalan walaupun
PNS bersangkutan telah menjalani hukuman yang di jatuhkah kepadanya, dan
jumlah tidak masuk kerja tersebut dapat dijadikan dasar pen _]atuhan hukuman
disiplin dengan tingkatan lebih tinggi.

Pasal 38

Dalam penjatuhan hukuman disiplin. berupa teguran lisan oleh Pejabat yang
berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. pen_]atuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses
pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; '

b. teguran yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas
sebagai hukuman disiplin; = | '

c. teguran lisan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagaj hukuman
disiplin sebagmmana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan
hukuman dlSlp]lI’l

Pasal 39 _
Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis oleh Pejabat ya;lg
berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses
pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sd@iman/a/

ditetapkan dalam Peraturan Bupati inij;



‘ b. teguran tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan
~ secara fegas sebagai hukuman disiplin; | |

c. teguran tertulis yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan
merupakan hukuman disiplin. |
Pasal 40
Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses
pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati inij;

b. pernyataan ketidakpuasan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang
menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggarén disiplin harus
dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin; ,

c. pernyataan ketidakpuasan yang. tidak dilakukan melalui proses
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara
tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b,
bukan merupakan hukuman disiplin. |

Pasal 41

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala

selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: |

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun, masa penundaan kenaikan gaji berkala
bagi PNS yang dijatuhi hukuman dihitung selama 1 (satu) tahun penuh;

b. kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat diproses
pada periode kenaikan gaji berkala di tahun anggaran berikutnya
terhitung setelah masa berakhirnya hukuman. ’

Pasal 42

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat

selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

‘a.  untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun, masa penundaan kenajkan pangkat bagi
PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu)
tahun penuh, terhitung mulai tanggal kenajkap pangkat yang
bersangkutan dapat dipertimbangkan; | E

N
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b. kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukurnan ~ dapat
dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat di tahun berikutnya
terhitung setelah masa berakhirnya hukuman;

c. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak d1h1tung untuk masa
‘kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 43 |

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sébagai berikut :

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, masa penurunan kenaikan
pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman dltetapkan berlaku untuk
selama 1 (satu) tahun penubh;

b. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan pefubahan hak-hak
kepegawaiannya sebagaimana kefentuan peraturan perundang-undangan;

(o setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yéng bersangkutan
dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat
sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak
kepegawaiannya; | 5

d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tldak d1h1tung sebagai
masa kerja kenaikan pangkat;

e. kenajkan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat
dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun
kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya
hukuman disiplin. : |

Pasal 44

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagaj berikut:

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, masa penurunan kenaikan
pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman dltetapkan berlaku untuk
selama 3 (tiga) tahun penubh;

b. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak
kepegawaiannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang—undangan;

c. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan
dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat
sebelum dijaruhinya hukuman disiplin, berikut pu;la; dengan hal{"-_llia;l{’/“\ |

kepegawaicinn ya; ‘ ;' VJ | \



d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai
masa kerja kenaikan pangkat; |

e. kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat
dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun
kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya

hukuman disiplin.

Pasal 45

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih

rendah, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat
lebih rendah, dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan
yang lebih rendah dan kompetensi PNS yang bersangkufan sesuai dengan
persyaratan jabatan yang ditentukan; |

b. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ségera menetapkan
keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah
ditentukan sesuai dengan kompeten31 dan perSya.ratan jabatan serta
harus segera dilantik dan diambil sumpahnya;

c. tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;

d.  bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan tunjangan jabatan
berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin = tersebut baru dapat
dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1
(satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin;

f. pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi
sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan berdasarkan hasil
evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam jabatan yang
lebih rendah dan berdasarkan ketentuan peratgran perundang-
undangan; ' A '

g bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dijatuhi

" hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka pénurunan jabatan
fungsional tertentu setingkat lebih rendah:
1. tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan Jabatannya,
2. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah segera
menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan b
yang telah ditentukan; s




diberikan tunjangan jabatan berdasarkan _]abatan baru yang'
didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan, :
jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum thurunkan jabatannya
tetap dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan semula paling
singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan d1 jatuhi hukuman
disiplin, sesuai  peraturan  perundang-undangan  dengan
menggunakan angka kredit yang dimiliki sebf:llim diturunkan
_]abatannya "
angka kredit yang diperoleh dari prestasi kexja dalam jenjang
jabatan  yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, .
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah
diangkat kembali dalam jabatan yang semula atau jabatan sebelum
dijatuhkannya hukuman disiplin; |
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan
diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan sebelum
dijatuhkannya hukuman disiplin, baru dapate dipertimbangkan
setelah PNS yang bersangkutan menjalani mas;al jabatan semula
atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin paling
singkat 1 (satu) tahun. |

Pasal 46

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dan jabatan, perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.

selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masilt tetap
menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan _]abatan;

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan,
baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang
bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari
jabatannya;

pengangkatan kembali dalam suatu jabatan sebagalmana dimaksud pada
huruf b, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang
bersangkutan selama dalam masa pembebasan dari jabatan dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin tersebut diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentua

perundang-undangan. | | N~ %



Pasal 48

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukumanj disiplin tersebut

diberikan hak pensiun sebagaimana ketentuan perundang—undangan.

Paragraf4

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 49

(1) Pada prinsipnya diupayakan agar penyampaian kcpiitusan hukuman
disiplin dilakukan sendiri oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum berhalangan, maka
penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat dilakukan oleh pejabat
lain yang ditunjuk. 5

(3)  Pejabat lain yang dittin,juk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
menduduki Jabatan dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi
daripada PNS yang bersangkutan. |

Pasal 50

(1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat
yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS
yang dijatuhi hukuman, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat
instansi terkait. | |

(2) Penyampéian keputusan hukuman disiplin sebagaimaﬁa dimaksud pada
ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas)ié hari kerja sejak
keputusan ditetapkan. ’

(3)  Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni
penyampaian surat keputusan bhanya diketahui oleh PNS yang
bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang
terkait.

(4) Pejabat lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus
menduduki Jabatan dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi
daripada PNS yang bersangkutan. *.'"*/\\



Pasal 51

(1) PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima
keputusan hukuman disiplin. ‘

() Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin
dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui

dan tercatat di satuan kerjanya.

Bagian Ketu juh
Upaya Administratif
Paragraf 1

- Umum

Pasal 52
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.
’
Paragraf2 ;
Ketentuan Pengajuan Upaya Administratiit

Pasal 53
(1)  Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud
| dalam Pasal 52, adalah hukuman disiplin sedang berupa:
a.  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
b.  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
yang dijatuhkan oleh Pe jabat yang berwenang menghukum.
(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1), adalah
hukuman disiplin Yang penjatuhannya merupakan kewenangan Bupati
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 54
Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52, adalah hukuman disiplin berat yang dijatuhkan oleh

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, berupa :
a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

dan ; //\,,, .

b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.



(1)

2

@)

(4)

(5)

(1)

(2)

@)

(4)

; Paragraf3 , ,
Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif

Pasal 55 ; ,
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diajukan secara
tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang mehghukum dengan
memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat
yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian
pada SKPD tempat PNS yang bersangkutan bertugas.
Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangké waktu 14 (empat
belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan
hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.
Bukti waktu pengajuan keberatan oleh PNS yang berSangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tanggal penerimaan surat
yang dicatat oleh SKPD tempat Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum bertugas, atau tanggal cap pos apabila keﬁeratan dikirimkan
melalui pos. | ’ :
Keberatan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan
pada ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.
PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak dapat
disetujui untuk pindah ke SKPD atau instansi lam sampai dengan
ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 56
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh PNS bersangkutan. ‘ |
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara
tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dalam
jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung ‘mulai tanggal yang
bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima surat keberatan. :
Sebelum 21 (dua puluh ‘satu) hari Kerja, pejabat pada Badan Kepegawaian
Daerah yang membidangi penegakan disiplin pegawai berkoordinasi
dengan Atasan Pejabat yang Vberwenang menghukum tentang kd‘l?& te

1

atas hukuman disiplin.




(5)

(6)

(1)

(2)

3)

(1)

(2

(3)

 (2), sekurang-kurangnya menduduki Jabatan Struktural eselon IV.b.;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas
keberatan maka Atasan Pejabat yang berwenang menghilkum mengambil
keputusan berdasarkan data yang ada. :

Untuk mendukung objektivitas dalam pengambilan keputusan, Atasan
Pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau
meminta keterangan dari Pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang

dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 60 :
Dalam hal Atasan Pejabat yang berwenang menghukum memiliki
keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Atasan Pejabat yang
berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat,
atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang
berwenang menghukum. |
Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum. :
Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat, yakm tidak dapat
diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.

Pasal 61

Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kexj'a Atasan Pejabat
yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan
yang diajukan, maka keputusan Pejabat yang berwenang menghukum
batal demi hukum.

Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh pejabat yang
membidangi kepegaWaian pada SKPD dan ditujukan kepada PNS yang
dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum; |

b. Pejabat yang berwenang menghukum;

C. Pejabat lain yang terkait.

Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimakSud pada ayat




Pasal 62

Atasan Pejabét yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan
atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari
kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peratu?an perundang-
undangan.
Pasal 63
(1)  PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK).
(2) Mekanisme dan tata cara pengajuan banding administratif sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebaga(imana dimaksud
dalam Pasal 54 mengajukan banding administraﬁf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 maka gajinya tetap dibayarkah sepanjang yang
bersangkutan tetap masuk kerja melaksanakan tugas.

(2) Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mendapatkan izin dari
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. v

(3) Penentuan dapat tidaknya PNS yang bersangkutan untuk masuk kerja

| dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Bupaﬁ selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan dampak
pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja.

(4) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap
masuk kerja dan melaksanakan tugas melakukan pelanggaran terhadap
kewajiban dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membatalkan izin
untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS tersebut.

(5) PNS yang mengajukan banding administratif tidak diberikan kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, dan persetujuan untuk pindah ke SKPD
atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,

dan tidak mengajukan banding administratif maka gaji berii(ut seluruh hak-

hak kepegawaiannya dihentikan terhitung mulai bulan berikufnya sejak har}_ ig:___

'

15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima. ; : f_ ,

R

B



(1)

(2)

(3)

Bagian Kedelapan ‘

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin,:
Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin

dan Hak-hak Kepegawaian ';

- Paragraf 1 ,

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 66 :

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pe jabat Pembina

Kepegawaian Daerah,untukjenis hukuman disiplin:

a.

Hukuman Disiplin Ringan, berupa :

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

Hukuman Disiplin Sedang, berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (éatu) tahun;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun; ) R

Hukuman Disiplih Berat, berupa : :

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun; |

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabafan setingkat lebih
rendah; dan

3. pembebasan dari jabatan;

Hukuman disiplin seperti tersebut pada ayat (1) mulai berlaku sejak-

tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan. ;
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah, untukjenis Hukuman Disiplin Berat berupa:

a.

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

sebagai PNS; dan ;

pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai PNS.?

mulai berlaku pada : .

1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin
diterima, apabila tidak diajukan banding administratif; dan

2.  tanggal ditetapkan keputusan atas banding mulai berlaku
pada: ;
a) hari ke 15 (lima belas) setelah keﬁutusan hukuman

disiplin diterima, apabila tidak diajukan tamding

&
1

administratif; dan ; g



(4)

()

(6)

Apabila - PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu

b) tanggal ditetapkannya keputusan% atas banding
administratif, apabila diajukan banding administratif.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, untuk jenis
Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkét setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada:

a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin

diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan
b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan,? apabila diajukan

keberatan. ; |
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum, untuk j jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
Hukuman disiplin seperti tersebut pada ayat (5) mulai berlaku sejak
tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 67

penyampaian keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada
hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman
disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.

(1)

)

(3)

Paragraf2
Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin
dan Hak-hak Kepegawaian |
Pasal 68
PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat

sedangmen jalani hukuman disiplin berupa :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) ftahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS.

PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya
administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas

keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin 9?2,/

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. ; o

S



(4)  PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai
batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka PNS vang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. |

(5) Dalamhal PNS yang sedang mengajukan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, maka keputusan
pemberhenﬁannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi

-keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 69

(1) Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan
hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan pératuran perundang-
undangan.

(2) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai |
batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan'

ditetapkannya keputusan banding administratif.

' Bagian Kesembilan

Pendokumentasian Hukuman Disiplin

Pasal 70
(1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pe jabai: yang
membidangi kepegaWaian’pada SKPD tempat PNS bersangkutan bertugas, -
dan/atau oleh pe jabat pada Badan Kepegawaian Daerah yang

membidangi penegakan disiplin pegawai.

(2) = Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dicatat dalam kartu.
hukuman disiplin PNS. ‘

(3) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke SKPD lain atau pindah ke
instansi lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada
ajrat (2), dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi baru
tempatnya bertugas.

(4) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS

yang bersangku L



(1)

(2)

(1)

)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kesepuluh

Ketentuan Lain-lain

Pasal 71
Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan, dan bahan

lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat Rahasia.

Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS

dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 72
Pembinaan terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja PNS yang
bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD
dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dzn Diklat.
Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektur dan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 73
Terhadap pelaksanaan pengaturan hari kerja dan jam kerja dilakukan
monitoring oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi
dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74
Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin

- yang menduduki jabatan sebagai Kepala SKPD, wajib memberikan

laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan
tembusan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Dacrah dan
Diklat.

Khusus untuk Lurah, wajib memberikan laporan secara berkala kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Camat. |



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman
disiplin selain sebagajrhana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib
memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian
Daerah, Kepala SKPD tempatnya bertugas dan Atasan Pejabat yang
bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum atau banding administrasi kepada Badan Pertimbangan °
Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta  peraturan
pelaksanaannya.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini maka hasil pemeriksaan tetap
berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan
Bupati ini.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Bupati
1m dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Maros ini, maka Peraturan Bupati Maros
Nomor 57 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupatem Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan

dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.



‘Diunda.ngkah di Maros

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

- o ‘Ditetapkan di Maros
o N pada tanggal @2 Januari 2015

b} (o4

f

|

pada tanggal, ggJanuari 2015 - : f : — 1

SEKRETARIS DAERAH,

- o

-
\W— [

-

Ir. H. BAHARUDDIN, MM | |
Pangkat : Pembina Utama Madya ! g
NIP - 19600909 198603 1 029 3 '

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR 01



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 0l Tadvyv sels

TANGGAL : /2 Januari 2015 :

TENTANG : PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Contoh ;
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN 1/11 ¥
NOMOR: .oeeevererer,

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

.
Nama L S
NIP :
. teeveesennaretatsrenerrunassrerrsrrrenenonren
Pangkat :
O SO
Jabatan :
D eeeeerveressesnnneiorertensonerabosesuntrnane
Unit Kerja : .
1] L eeeeerereimo s rrrrrnr e

Untuk menghadap kepada

.
Nama D eeettemreseceseaensesnaeseerestonsrnrrensnonn
NIP :
: D eteteeeerreereceenternssoecannicersertanssne
Pangkat :
D heettseeetniubaseeserrenssbrranseerrraranes
Jabatan : :
D eteetesserereesnneetirinerannnancorranananas
Hari :
D eteneeteerevnrecnrarranseeirarartannnrennnne
Tanggal :
L eetenseeerastietacesrrasectannecinnnresnnnen
Jam :
D eeteestereseenenrerieeneararerenaaaneeaens
Tempat PSP SUUPRPYN

Untuk diperiksa/dimintai *) ketérangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran

2. Demikian untuk dilaksanakan.

........................................................

Tembusan Yth :

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan



Contoh
Surat Perintah
Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR: .. i

1. Diperintahkan kepada :

.
Nama D eeererrerenecestenesnternesososneseanenesnan
NIP : '

5 et eteeeeteecennsnsastanansreasenanrasonsnns
Pangkat D reerereerreereceiei e eiaiasrae e eaaas
Jabatan : '

D eereerereorieenanne tereereerasesanrestenennnn
Unit Kerja :

L U

Untuk melakukan pemeriksaan

Nama D erteeareeetreiirnen e it et sasas

NIP , D eteeeeeretrarie it tee e e e eannns

Pangkat. L N

Jabatan PO ;

Pada

Hari Doeeees N

Tanggal D ireeecnecnanes e eereestasranaraseataianenan

Jam ettt e e e ras

Tempat L eeeteereeeneeeeerecenenrereinasnnarananns

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin ...........cocviiiinviinivinennnnne. **)

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

R I R L R}

Nama .....cocevereseaeausrsaesorsesernroseesesanans
NI P i,
) PPN
. AT

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan



Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ............ , tanggal .............. bulan ............. Tahun ........... saya/Tim
Pemeriksa*)
1. Nama D et aaaes
NIP D eereereccnreseereeie st tenanns
Pangkat D eeevemsrreseearaeoneserionrnrsssnrane .
‘Jabatan PR PPPUPPPTRPT
2. Nama D et aae e
NIP D eeerieeiiiae et etaeaeaeas
Pangkat D erereeecieieitiatetiansneaneaeen s ‘
Jabatan U ON
3. dst.
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) ...................... Telah

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama  eeeeesesieiecsecccnsenansenssennsnnne
NIP © ieteteeetecesececccerseernssenensenene
Pangkat D et rrteieeieeeiiias i henseasaeanans
Jabatan D recerresetcesensesunnnsesaneeorenee ,
Unit Kerja e n e et eaeas

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..
angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................

1. Jawaban:

......................................................................................................

2. Pertanyaan :

.....................................................................................................

............................................................................

2. Jawaban:

......................................................................................................



3. Pertanyaan :

3. J awaban:

....................................................

e

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Yang diperiksa

Nama D rerrretereenas
NIP Ul eeereenrenes

Tandatangan: ..............

L R R TR T T TP

*) Coret yang tidak perlu

......... eseceey ecccccscce

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *4)

1. Nama :
"‘NIP :

‘ Tandatangan

*

2. Nama T

NIP :

Tandatangan:

3. dst

sessrarscesssnsarsscenns

sscccnssrnnsvenranennn e
.
-
seeressnsssesree savesene
ssssnensensessce seansuae
eevusssssesrasny sreennne

.



Contoh
Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

...............................

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ........ |
tanggal ........ bulan ........... Ct8IUN e, , saya/Tim Pemeriksa *) telah
melakukan pemoriksaan terhadap :

Nama
NiP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan intuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS tersebut di atas merupakan kewenangan ...............c........ccc......... ™). Sehubungan dengan
hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk
digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan Langsung),

Nama .............cocconeeiiienneennienieeeses
NIP e e,
Tembusan, Yth.
)
2. dst

*) Coret yang tidak periu :
**) isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum



Contoh
Keputusan Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN ................. e *)
NOMOR : oot

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Laporan dari .......... eees tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. e eeteeneeesereeiaatiaaereaaraasanies NIP.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap  Sdr.
.............. <eee...., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ...
angka . huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman
disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dlslplm
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ;
KESATU  : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
' Nama i,

N1P LN

Pangkat . .....cccoeeieiiiininnnnnn..

Jabatan : ........... e

Unit Kerja tovueveneeeiecniennnennnnn,

Terhitung mulai tanggal .......c.ccoevvveninnennan. sampai ditetapkannya
"keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....
huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr.
...................... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bérsangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .......cccevevieniniinennens
Pada tanggal .......cccceuvinninninnnnn.e.
Atasan langsung
...................................................... *)

NAMA ...ooieeveineiesinieeinienseaanes
NIP o

Diterima tanggal .......cc.coeeeenvenrnnnnns

NAMA ...ooiciieieeienioiiieeiiariorearenencaneas

NIP oo

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum



Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

Membaca

Menimbang:

Mengingat

Menetapkan :
: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
Nama @ .iiririniiiieienen,
~NIP D rteeeeeececararererireneens
Pangkat : ...ccocvevvnvninninincnnnnn.
Jabatan : ...c.ceeciiiiiiieniniiicnnnan,
Unit Kerja tooceeeveeninninnnnnninaaen.

KESATU

RAHASIA
KEPUTUSAN oo %)
NOMOR = oo ‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..................................................... *)

. Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh SAr. e .. , NIP.
......................................... tanggal ...............}
....................................................... ;

Hasil pemeriksaan tanggal .........c..coooiiiiiiiiiniiiiniiinnnnen, ;

. bahwa  menurut  hasil pemeriksaan  tersebut, Sdr.

......................... telah melakukan perbuatan berupa

........................................

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;

. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan_
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran .
Lisan;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor S Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang D151p11n

Pegawai Negeri Sipil.

----------------------------------------------------

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :



karena yang bersangkutan pada tanggal ..........c.cccceeevrrvennen. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....
huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....ccccoevvvenninennnnnns
Pada tanggal .......ccoovenvenenrenennan.

-------------------------------------------------

Tembusan Yth ¢

) crereerererneeeraraeenas ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum



Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

Membaca

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :
: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

KESATU

KEPUTUSAN ...oeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens *)
NOMOR : weeeeeeeeeeereeeeeeenens a

..................................................... *)
Laporan dari ...............- tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. ...ccocoiiiiiiiiiic s NIP. .ottt
tanggal ................ 5
....................................................... ;
Hasil pemeriksaan tanggal ........................................... ;

. bahwa  menurut  hasil pemeriksaan  tersebut, Sdr

ceessseessieeneenenee. telah melakukan  perbuatan  berupa

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;

..........................................................................

. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu men Jatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin

yang dilakukannya;
. Bahwa - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan.
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran
Tertulis;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun,

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah .
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Nama D ereeeeersensrbennenesenennnen



karena yang bersangkutan pada tanggal ..........cccceoiennnenenene. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....
huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....cccccevveiieinennincee.
Pada tanggal .....c.ccovvvevnrnenennnne..
.............................................. *)
NAMA ...iieeiieieinesssscessssssnssses
NIP aorieieiriieeiereereaenerreeensenns
Tembusan Yth :
T ;

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum



Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyvataan Tidak Puas Secara Tertulis

Membaca

Menimbang:

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ..o %)
NOMOR : .eeeeeeieeeeeeeeeeeeenes

..................................................... *)

. Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. .oiiiiiiiereeens NIP. it
tanggal ................ ;

....................................................... ;
Hasil pemeriksaan tanggal .......ccovviiiiinieniiinicininicnnenn, ;

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.

......................... telah  melakukan  perbuatan berupa -

bahwa perbuatan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .....
Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

--------------------------------------------------------------------------

. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu men jatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan -
Tidak Puas Secara Tertulis ;

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin’

Pegawai Negeri Sipil.

....................................................

. Peraturan Kepala Badan Kepegaweuan Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis kepada :

Nama : ..,
NIP  tooeecreenneenenens
Pangkat : ........... TR ‘
Jabatan : .....c..ccociiviiiiiiinninnne.
Unit Kerja soeeenveinieniniaiiinennnnn,



karena yang bersangkutan pada tanggal ............................. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....

huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan . ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....cccoevvvnniinninnnnns
Pada tanggal .......ccovvvemininiinnnnnns

Tembusan Yth :

TS 5
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum




Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

Membaca

Menimbang :

Mengingat

.s
[
.

Menetapkan :

KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ...coiiiiiiriiiiiitiennneeneeanens *)
NOMOR :.ciiiiiiieiiiiisiiiieennn,

..................................................... *)
Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
(03 153's BESTe § o O NIP. e,
tanggal ................ 5
- eeeeee serenseneanes ettt ;
Hasil pemeriksaan tanggal ........ccccccevvvivievnceeneevnnnnnnnnn. ;

bahwa menurut hasil pemeriksaan  tersebut, Sdr.
erreeeereeee e, telah- melakukan  perbuatan  berupa
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010' : , ‘

Bahwa untuk menegakkan dislpfln ﬂerlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan .

Keputusan tentang Penjatubhan Hukuman Disiplin Penundaan
Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah .

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

: Ménjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji

Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : ...

.
NIP D ieecrecerineserennneineenrens

Pangkat : ....covvenenennnnnnnee.
Jabatan : .c.cceeiieiiiiiiiiinnnnn.
Unit Kerja teceeeveninennnn.




karena yang bersangkutan pada tanggal .........ccccceeeceeerneenne. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....

huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..c.ccceeeceiiininneninnnn,
Pada tanggal .......ccccceeeeeennens
............................................... *)
NAMA ....ocooerneineiieieniinieaneees
NIP s
Tembusan Yth :
L P

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum




Contch

Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

Membaca

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan : ,
: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan

KESATU

: 1k.

a.

RAHASIA

KEPUTUSAN ........oooeeveeeeeeeeeeaenninnn %)
NOMOR: oeeeeeeeeeeeeeeeereeann

..................................................... *)
Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. ..o CNIP. e
tanggal ................ ; '

...... LIPS S

Hasil pemeriksaan tanggal ............ccoceeveivieneeeeivnennnnnnnn. ;

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
......................... telah melakukan perbuatan berupa
bahwa perbuatan tersebut rnerupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa untuk menegakkan dlslphn, pel'lu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan .
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan
Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; .
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- MEMUTUSKAN :

Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama @ .ireenineienneianee,
NIP Dorreeereaenes RN
Pangkat : ...ccoveveninnnnns

Jabatan | cieeveeeriieeiiiieniiinenaees

Unit Kerja fooeeeeevirmineninnecnnns




karena yang bersangkutan pada tanggal ......ccccceeevcveieniannnne telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....

huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

‘Ditetapkan di ...c.ccoeeeeiiniinniennnnnas
Pada tanggal .....ccoccvvvnvininnannnnn.

Tembusan Yth :

O N RO ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum




- Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

Membaca

Menimbang :

Mengingat

. 1.

Menetapkan :

KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ....ccoiviiiiiiiiiininneesienennees *)
NOMOR : .civiiiiiiiiiiieiieiieeeanen.

.................................................. *)
Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. ....cooeviiviiviiniininnnn. JOTOTR NIP. e,
tanggal ................ ;
....................................................... ;
Hasil pemeriksaan tanggal .........ccccceeevvnivneennerinnenneennenn. ;
bahwa  menurut  hasil pemeriksaan  tersebut, Sdr.

......................... telah  melakukan  perbuatan  berupa
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010; '

Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu men jatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya; : :

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan.
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan .
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; :
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat

Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama LT TT RS PRI
NIP D eereereeeeneeeenecanaennaes
Pangkat‘ D eeerereeniereieeerntarenas
Jabatan : ....coceeiviiiiiiiiinens
Unit Kerja @ooceveiiiniininninnnnnns




karena yang bersangkutan pada tanggal ...........cccccceueeeennnne. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....

~ huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ......... ‘tahun .............. pangkat
Sdr. ............ diturunkan dari pangkat ..................... golongan
TUANE e.evecenrncenennnnns menjadi pangkat .............. golongan ruang.
eeeveeeennndan terhitung mulai tanggal 1 bulan .............. tahun
e, pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ............. tahun .............. sebagai
akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ..................
diturunkan dari Rp. ....cccceo ( cevveeveeneiinenceneennns ) menjadi Rp.
............. ( veveeerereerereeeereveeeennenns.. ) dan terhitung mulai tanggal 1.
bulan ................. tahun ..................... gaji pokoknya dikembalikan
pada gaji pokok semula. 4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila
tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari
kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan:
menerima keputusan ini ***), ‘

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

' Ditetapkan di .....cccceeereveeeernenne. .
Pada tanggal .....ccccoevrvinininnnninnnn. ‘
e e e e s e s )
NAMA ....oiceiiceeineinneieesacienannns
NIP iieieeecciiinieicrna e

Diterima tanggal .....cccceienreiieiaiieiiieiiienenann.

NAMA ...oiiiiiiiaeiccooeceeaaaseacaacnanes

1\ 11 SRR

Tembusan Yth :

) SO R ; _

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabilg kepytusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
**%) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur




- Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

' Membaca

- Menimbang :

Mengingat

. 1.

Menetapkan :

KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ...ttt eeesieevananns *)
NOMOR : weiiiiiiiieiieieaeaanaannns

Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. .ccovviiiiiiiririicee, NIP. e,
tanggal ................ ;

ST TIS TR TR ;

Hasil pemeriksaan tanggal ........cccoeeeevveevirivieiennvennnnnnn. ;

bahwa  menurut  hasil pemeriksaan  tersebut,  Sdr.
......................... telah melakukan perbuatan berupa
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu men jatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan .
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat

Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

.
Nama @ coeeieieeriecciieecnnenes




karena yang bersangkutan pada tanggal ..............cccceeeueen....
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...

huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ......... tahun ..............
Sdr.  ..cceene... diturunkan-‘dari pangkat ..................... golongan
TUANE ..ievvecrnrnnranennns menjadi pangkat .............. golongan ruang
.............. dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..............
.............. pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ............. tahun ..............
akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ................
diturunkan dari Rp. .......... ( . ) menjadi Rp.
............. ( ceoreeeserrneirreaeeees ) dan terhltung mula1 tanggal 1
bulan ................. tahun ......ccoeeeinnnne. gaji pokoknya dikembalikan

pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila
tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari
kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan

menerima keputusan ini ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....cccceveeereeercnneennn.
Pada tanggal ......coeveevevvreeeinennn.
NAMA ....ocoovevineienreennarinnnnen.
NIP o eees

Diterima tanggal ........c.coiiiiiiiiiiiiiiiieaeanen..

NAMA.....cioeeeeiiiiaraeaeneierinennieinnnenns

NIP et

Tembusan Yth :

| T POPRY ;

2. Deputi Bidang Informasi Kepeganan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*} Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur




Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

Membaca

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada : ‘

KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ..oiiiiiiiiiiiiieceeerensneness *)
NOMOR: coiiiiiiiiiiieninenns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..................................................... %)

. Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. ...ccovveriniieiiiiiiiiiiieeens NIP. o ireereenes
tanggal ................ ;

....................................................... ;
Hasil pemeriksaan tanggal ......c.cccoceviieniiiicinininiinnienn ;

. bahwa  menurut  hasil pemeriksaan  tersebut, Sdr.

telah melakukan perbuatan berupa

........................................ 2

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;

. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya; '

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d periu menetapkan .
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan .
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

...................................................

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Nama D eeeeeereneerecnnececsnnnienes
NI P D eeeeeererececsetesscsossasens
Pangkat D eeereccecesiereeeiitnrann

Jabatan : ..ceevveviiiiiieiieeciinnane.




karena yang bersangkutan pada tanggal ............cc.iceernenne.
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...

huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ......... tahun ..............

Sdr.  ...eeeens diturunkan dari pangkat ............cccee....

TUANE ceeevecnienreannnnnne menjadi pangkat .............. golongan ruang
.......... ....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan .............. :

.............. pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA  : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ............. tahun ..............
akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ..................

—~

diturunkan dari Rp. ...........

----------------------------------------------

.......................... ) menjadi Rp.
) dan terhitung mulai tanggal 1

bulan ................. tahun .......cccoeeeneee. gaji pokoknya dikembalikan

pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila
tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari
kelima belas terhltung mulai tanggal PNS yang bersangkutan

menerima keputusan ini ***),

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....cccoceuvevinveninnnnee.
Pada tanggal .......ccoovevinrveneennnnne.
NAMA ....cveoreeieieniencinienienennee
NIP creiieireeiiceeiiceieeeeas

Diterima tanggal .......ccooiviiieiiiiiiiiieiiininnnnae.

NAMA. ...oiiiiieeereieriezeeeerereazaaeens

NIP et ee e eaeae

Tembusan Yth :

e e ;

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*} Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur




Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka

Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

Membaca

Menimbang:

Mengingat

Menetapkan : ‘
: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada:

KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..................................................... %)

. Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. ....ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraeeans NIP. coiieiiiiieceieereeeeraeens
tanggal .........ceo.... ; '

C eeereceesseeseeceneteesesannatncentesatnnensrnsananns ;

. Hasil pemeriksaan tanggal ........cccocciuieinriniiiicriniiiniennnes ;

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.

telah melakukan perbuatan berupa

........................................ '

-------------------------

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap.-

ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;

-
-------------------------------------------------------------------------- ’

. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan
Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

...................................................

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21.Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Nama D etreesssesesescsscsecannnns R
NIP  eerteeeriesenererennreraennn ‘
Pangkat : ..cccovvieiiininnininennenn.

JdJabatan : ..ccceeeiiiiiiiiiiiiiinna.




karena yang bersangkutan pada tanggal ........ccccecceeevniieennnns telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....
huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan
tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

~ Ditetapkan di .........cceeeeninnnnnnnnis
Pada tanggal .......c.ccocvvnrncinnnenn.
............................................... *)
NAMA ...ccovveiinneneniinieannnnneans
NIP (it

Diterima tanggal .....cccoceevuveieieiiiiciennrnneennnn.

NAMA. .oiooieiiiieeienruiineiieiieraninenes

NIP oottt eenaa

Tembusan Yth :

1 ............

--------------------------------------

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum




Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin
Pembebasan Dari Jabatan

Membaca

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan
.................. , kepada :

KESATU

KEPUTUSAN .....cccviiiiiiiiienannns cerreeeenes *)
NOMOR: ..coiviiiiiiiiniieiiinccees

..................................................... *)

. Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. .o NIP. e
tanggal ................ ; '
....................................................... ;

Hasil pemeriksaan tanggal ......cocoovvviiiiiiiiiiiiiiinininn ;

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
reeeeeeeararaaeneaanaaan telah mclakukan perbuatan berupa

........................................

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap-

ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Pcrauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010; ‘

. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin,
yang dilakukannya;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin ‘Pembebasan
Dari Jabatan;

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah dlubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DlSlphn

Pegawai Negeri Sipil.

---------------------------------------------------

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

. MEMUTUSKAN :

Pangkat : ...cocoiniiiiiiinnnnnnnn.
Unit Kerja tvceeeieeiieniiinnnnnenns



karena yang bersangkutan pada tanggal S O telah

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....

huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. :
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .......ccceevenenee. ceeas
Pada tanggal .......ccccoeiviiimnnannen..
........ SRR
NAMA ....ccooieieniinieienceiennensene,
NIP oot

Diterima tanggal .......ccccevuieniveernienienvenrncnes

NAMA.....oooiiuniiennninieeinuienieiaeenenes

NIP e

' Tembusan Yth :

1. ......................... seeasessssevssanasssssaen 3

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum




Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat

Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

Membaca

Menimbang :

Mengingat

: 1.

Menetapkan :

KESATU

.
NOMOR: ..ccoiviiiiriiiirciineennnns

..................................................... *)
Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. .ccoiuiiiiiiieiiieetiienereannnns NIP. e,
tanggal ............... “
....................................................... ;
Hasil pemeriksaan tanggal ......cccevvviiiienieiiiiiiniirecennnnnnne ;

bahwa  menurut hasil pemeriksaan  tersebut, Sdr.
......................... telah melakukan = perbuatan  berupa
bahwa perbuatan, tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil;

Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri
Sipil, kepada :

Nama e teeemiremieeseaseenas
NIP L eeieeeeetstecnssecceannns
Pangkat : ..ot
Jabatan : ..cccceeiiiiiiiiiiiiiiinnnee.
Unit KErja feeeeeeeeeeeeeeeereeeeeneennes /



karena yang bersangkutan pada tanggal ........cc.ccecceeveenne. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....
huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. ,

Ditetapkan di ......ccceveenieniennnnee.
Pada tanggal .......c.ccovieiiinninnn..
.............................................. *)

NAMA ..iiceeiieenaninnieeeniennes
NIP i

Diterima tanggal .....ccccovimieiiiniciiiiiiieiaienes

NAMA.....ooooiiunieeanianinniennieneaeecennses

NIP o e

Tembusan Yth :

) R SRR OPUP PP
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan Badan Kepegawman Negara d1 Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*} Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum



Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

..................................................... %)
Membaca : 1. Laporan dari ............... tanggal .............. tentang pelanggaran
oleh sdr. ...cociiiiiiiiiiiiiiie, NIP. e
tanggal ................ ;
2 e aee e e ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal ........ccccovvviiviiiiieierieciinnnnnnnn. ;

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa  menurut  hasil pemeriksaan  tersebut, Sdr.

......................... telah  melakukan  perbuatan  berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;
G ittt et et et e e e e e et e anesaaeeeanen ;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan.
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak .
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

: 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

 KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak.

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :
Nama  : .ccvvimnennininnnnne.

NIP e

Pangkat : .cccoveiniiiiiiiiinnnnne..

Jabatan : ......ccoeeiiiiiniininnnn..




karena yang bersangkutan pada tanggal .........ccoceeenrirnnnnnne. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....

huruf ...... PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA : Apabila tidak ada banding adminstratif, maka Keputusan ini mulai
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai
Negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan Kkepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ......cccceeevviienrennnnns
Pada tanggal ........ccoccoviniinninnnnnes
e e oo e s es s %
NAMA ......coooeveenienieinineninnnes
NIP oot
Diterima tanggal ......ccccoevivvnvnreeeienennnnenennnes **)
NAMA....ooieeeeeiinaiennioreonieueearianeens
NIP o
Tembusan Yth :

1 ............

......................................

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*} Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**)Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan




Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

---------------------------

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

.
Nama L
NIP M
T eeeeecnenes v etenseesaessscasectoannetonnnsssnnsensan
Pangkat :
et ettetasnneresnaesanesenenseenntearancaannraoaanan
Jabatan : '
D reereersecrrecsnecesesonrres Serensraresecsrnssennes
. .
Hari :
D oeeeee teetececneesasecansnsssaneranes vemevenscensesenas
Tanggal :
o2, D cereccctsiecessiaranesaersnceneneen teetesseseesacanaane
Jam :
S
Tempat :
D teterererieceresseanesacnecennecnnanns cerneaerenecans
Untuk menerima Keputusan .......ccccecvveviiiviiininnnnn, ceenanee Nomor ........ Ceereeeeeaeeennnen

tanggal = ....... ceeerreraeeans tentang penjatuhan hukuman disiplin

----------------------------------

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

------- tssscssrscvssscencssesnnese )

Tembusan, Yth :
) PPN
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan




Contoh

Keputusan Atas Keberatan

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Membaca

‘Menimbang:

Mengingat

KEPUTUSAN .....cvvvieveeerinrereeenreaennenn, *)
NOMOR: ..ot

: 1. Surat keberatan yangdiajukan oleh Sdr. ................... NIP. .........

pangkat .......... teeereen jabatan ................. tanggal ................ ;
2. Surat tanggapan Sdr. ................. NIP....ccceeuuen.. pangkat ...........
jabatan .......ccccciieiean.. tanggal ................eol sebagai Pejabat

yang berwenang menghukum;

................... tanggal .......ccococvveenee. SdAIL cieievveiiciieeeeee... NIP,
.................... pangkat .............. jabatan .......................telah

- dijatuhi hukuman disiplin berupa ..................

b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan
seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr. ........c..cccoounean.e. NIP
........................ pangkat .................. jabatan ...
tanggal ............. dan tanggapan dari ........... tanggal
.................... , dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan.

- hukuman disiplin kepada Sdr. .................. sudah sesuai / tidak
sesuai **) dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan
perundang-undangan;

'd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebageumana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan:
Keputusan memperkuat / mempenngan / membatalkan **)-
hukuman disiplin Sdr. .....ccceveeeeriecennnnes :

: 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memperkuat / memperingan / membatalkan **) hukuman disiplin\

yang dijatuhkan kepada Sdr ......ccooeeiviiriinn 1 | R,
pangkat .....ccccceeiiiinnnnnn. jabatan ..., unit keria
........................ berupa ........cccoceeneneee... Sesuai dengan keputusan
NOMOT <.eeeeiernenrninnenanes tanggal ....cccccvieninnnnnnn. , menjadi hukuman

disiplinn ..civiiiiiiniiiiieeeeeee




Unit Kerja ooovieiniiiinininnnnne..

karena yang bersangkutan pada tanggal ......... eesreaseasereaneans telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ....
huruf ...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....c.cccecvvinieneianen,
Pada tanggal .........cccoiiniiinninee.
................. e eeeeneeeeenenns )
NAMA ....cooceevieninininniieinenens
NIP e
Tembusan Y th:
| ORI ;

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawman Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas
keberatan
**)Coret yang tidak perlu
***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin

el s



Contoh
Kartu Hukuman Disiplin PNS

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA i eieieeitaneeceeannn
|\ 0 O S T
JENIS HUKUMAN k KEPUTUSAN
NO DISIPLIN YANG - KETERANGAN
DIJATUHKAN PEJABAT NOMOR TANGGAL

BUBATI MAROS,N""




